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PENGEMBANGAN KEUANGAN MIKRO
UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Oleh
Dwi Harsono
FISE UNY
Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk membedah fenomena
kemiskinan dan keterkaitannya dengan peran dari Lgmbaga Ke-.
uangan Mikro (LKM). Pemberdayaan masyarakat n)nskm 'me.alalw
usaha mikro adalah bentuk dari pengentasan dari kemtskman.
Upaya ini harus ditopang dengan diberikaqnya akses dan sistem
kredit yang lebih luas kepada usaha mikro. LKM merupakan
alternatif pemberian kredit yang mudah dalam pelayanan karena
syarat-syaratnya ringan dan terjangkau oleh UKM. Indonesia me-
miliki keragaman dalam model .

LKM dan telah memiliki banyak contoh keberhasﬂaqnya
dalam pengembangan UKM. Namun fenomena ini kurang diper-
hatikan oleh pemerintah. :

Pemerintah seharusnya menanggapi dengan serius dc_a-
ngan membuat Kebijakan yang mengatur LKM agar menjadi lebih
kuat. Kebijakan perekonomian juga harus mendukung sekton.'
industri rumah tanggal/kecil (UKM) agar lebih berkembang. Bukti
bahwa UKM mampu menggerakkan ekonomi rakyat miskin harus
ditindaklanjuti dengan kebijakan yang mempermudah berkem-
bangnya UKM.

Kata Kunci: keuangan mikro, kemiskinan

Pendahuluan

Perguliran era reformasi ternya-
ta belum memberikan hasil positif pa-
da kehidupan berbangsa di Indonesia.
Fenomena kemiskinan saat ini kem-
bali menghantui pembangunan di In-
donesia. Pada tahun 1970, sekitar
68% penduduk Indonesia dikategori-
kan ‘miskin. Tahun 1996 persentase
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penduduk miskin menjadi 11%.
Menu-rut BPS (SMERU, 2002),
pada bulan Agustus 1999 jumlah
orang miskin menjadi 47,9 juta
orang (23,4% dari total penduduk).
Sedangkan data terbaru Biro Pusat
Statistik menyebutkan angka ke-
miskinan di Indonesia per Novem-
ber 2006 menunjukkan 39,05 juta

ji 17,76%) berada di bawah garis
Jl:\évr?'nigkinan (BPS, 2006)._ Menurug
Bank Dunia, angka kemlsklnan“ di
Indonesia mencapai 109 juta jiwa
(49,5%) apabila dihitung berdasarkan
konsumsi per hari US$ 2 (Suruji,
2006). Xedua laporan di atas menun-
jukkan hasil yang berbeda .kar.ena
menggunakan parameter kemlsklpaq
yang berbeda. Namun yang menjadi
fokus utama bukanlah memperten-
tangkan perbedaan parameter tapi
adalah semakin meningkatnya jumlah
masyarakat miskin.

Kemiskinan

Definisi klasik kemiskinan ada-
lah ketidakmampuan seseorang da-
lam memenuhi kebutuhan konsumsi
dasar dan meningkatkan kualitas hi-
dupnya (SMERU, 2002: 1). Alasan
mendasar dalam definisi tersebut ada-
lah aspek fisik/material sehingga se-
ring disebut sebagai kemiskinan ma-
terial. Sedangkan kondisi saat ini, ke-
miskinan tidak hanya dihubungkan
dengan aspek fisik/material saja tetapi
juga aspek yang lebih luas seperti so-
sial dan moral, yakni kemiskinan se-
bagai ketidakberdayaan sekelompok
masyarakat di bawah suatu sistem
pemerintahan yang menyebabkan
mereka berada pada posisi yang sa-
ngat lemah dan tereksploitasi. Definisi
terakhir kemudian lebih dikenal seba-
gai kemiskinan struktural.

Kemiskinan diukur sebagai ting-
kat konsumsi per kapita di bawah su-
atu standar tertentu yang kemudian
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disebut garis kemiskinan. Mereka
yang berada di bawah garis kemis-
kinan tersebut dikategorikan seba-
gai miskin. Garis kemiskinan dihi-
tung dengan cara menjumiahkan:
biaya untuk memperoleh “sekeran-
jang" makanan dengan kandungan
2.100 kalori per kapita per hari; dan
biaya untuk memperoleh "sekeran-
jang" bahan bukan makanan yang
diang-gap "dasar", seperti pakaian,
perumahan, kesehatan, transporta-
si dan pendidikan (SMERU,2002:
2).

Peningkatan faktor-faktor pe-
nentu kemiskinan menggulirkan lagi
perkembangan definisi kemiskinan
dengan juga melibatkan dimensi-
dimensi tertentu. Menurut SMERU
(2002), kemiskinan berwajah maje-
muk sehingga untuk memahaminya
harus memperhatikan dimensi-di-
mensi kemiskinan, yaitu: 1) keren-
tanan, 2) ketidakberdayaan, dan 3)
ketidakmampuan untuk menyam-
paikan aspirasi (voicelessness)
(SMERU, 2002: 2).

Penyebab kemiskinan sangat
banyak sehingga tidak mudah un-
tuk disebutkan. Karakteristik kemis-
kinan di tiap daerah memiliki perbe-
daan. Dengan dimensi-dimensi ke-
miskinan, penyebab kemiskinan
akan lebih mudah untuk diketahui
dan dipahami secara utuh. Menurut
SMERU, penyebab kemiskinan
adalah: 1) Keterbatasan pandapa-
tan, modal dan sarana untuk me-
menuhi kebutuhan dasar, 2) Keren-
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